SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran

BAB II Huruf E Angka 3 huruf b, poin 16 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penyertaan Modal
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang
tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah
Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga
Kabupaten Subang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046);



10.

11

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



Menetapkan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentar}g
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20}6
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20.19
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor
2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2015 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga

Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2019 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021

g;embaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
KABUPATEN SUBANG. RANGGA
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.
12.

13.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Subang.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan
Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang
yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum
Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal
dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda TRS.

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.

Direksi adalah organ Perumda TRS yang bertanggung jawab atas
pengurusan Perumda TRS untuk kepentingan dan tujuan Perumda TRS
serta mewakili Perumda TRS baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP
merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola
organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda TRS.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada Perumda TRS penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk
membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.



14. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang atau aset
daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta
dapat dimiliki seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-
surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar
kekayaan atau neraca daerah.

15. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal
daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/atau badan usaha
swasta/badan lainnya dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan
usaha/badan lainnya dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

16. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh
pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perumda TRS atau
yayasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank
yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan cakupan
pelayanan air bersih di Kabupaten Subang dan memanfaatkan Sisa Kapasitas
(idle capacity) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten
Subang.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Rangga Kabupaten Subang dialokasikan untuk biaya investasi
program pemasangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun
2021 sebanyak 2000 (dua ribu) Sambungan Rumah (SR) dan
pengembangan jaringan distribusinya.

(2) Mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk mencapai target universal
yaitu akses 100% air minum aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi
layak agar bisa segera tercapai terutama untuk masyarakat di Kabupaten
Subang yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi
kerakyatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Rangga Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga
Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang, dalam Pasal
10 ayat (1) “Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebesar
Rp. 103.400.000.000,00 (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) yang
pelaksanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan
Daerah dan paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2023”.

BAB IV
ALOKASI ANGGARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Rangga, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pengeluaran Pembiayaan, Penyertaan
Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Nomor DPA :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021 dengan Kode Rekening
6.2.02.02.01.0001 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
direalisasikan setelah dilaksanakan kajian kelayakan oleh Penasehat
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan dinyatakan layak.

Pasal 6

Penyetoran Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah ke Rekening
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

Penggunaan Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas
PERUMDA TRS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Bitetapkan di Subang
pada tanggal 15 April 2021

-BUPATI SUBANG,

tt

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 15 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAM KABUPATEN SUBANG,

tt

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

. ,’.A{F{E’M.A BAGIAN HUKUM
SI'*ZKRE‘T—E\R!JKZ.I\ ERAH KABUPATEN SUBANG,
s\

oW
e,

KARYONO,S.H.,M.H.
\§ J\_,/P&lf\%ina Tk.I (IV/b)
Y aNIRA 9680416 200212 1 003




